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enyambut bulan suci Ramadhan tahun
1433 H, BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara melaksanakan

beberapa kegiatan diantaranya kunjungan ke
Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Al-lIkhlas
Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk
bersilaturahmi dan pemberian bingkisan.
Kunjungan ke panti asuhan ini diikuti oleh Dharma
Wanita BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara dengan tujuan utama saling berbagi
diantarasesama.

Selain kegiatan kunjungan ke Panti Asuhan,
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
juga mengadakan Buka Bersama keluarga besar
BPK RI Perwakilan Sultra. Semua pegawai baik
auditor maupun penunjang serta tenaga kontrak
diundang untuk mengikuti buka bersama yang
diselenggarakan di Rumah Jabatan Kepala BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggaraini.

Untuk menambah pengetahuan keagamaan
pada Bulan Ramadhan, diadakan pengajian umum
yang dilaksanakan setelah sholat dhuhur.
Pengajian ini diadakan di Musholla Al-Muhtasib
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
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disi ketiga kabarano periode Juli -
September 2012 mewartakan kegiatan BPK
RI Perwakilan provinsi Sulawesi Tenggara
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan negara, serta kegiatan-kegiatan di luar
pemeriksaan.

Periode Juli— September 2012 bertepatan dengan
pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri 1433 H
bagi umat muslim, serta peringatan Hari Ulang
Tahun Kemerdekaan RI ke 67. Selain itu, dalam
periode ini diwarnai dengan adanya mutasi
pegawai yang berkonsekuensi pada perpisahan
dan penyambutan pegawai.

Pada periode ini juga ada penyerahan LHP atas
LKPD Kabupaten Konawe Utara, penyerahan ini
adalah yang paling terlambat diantara 13 entitas
yang adadiProvinsiSulawesi Tenggara
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Persiapan Pelaksanaan Pra Penandatanganan

Nota Kesepahaman e-Audit

erkaitan denganbelum
dilaksanakannya Penandatanganan
MoU e-Audit di wilayah Sulawesi
Tenggara, pada tanggal 27 September 2012
bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara, dilaksanakan kegiatan
pertemuan antara BPK Rl dengan para
Sekretaris Daerah, Kepala Biro/Bagian Hukum
Pemerintah Daerah se-Sulawesi Tenggara.
Pertemuan tersebut merupakan kegiatan
persiapan pelaksanaan penandatanganan
Nota Kesepahaman/Memorandum of
Understanding (MoU) e-Audit antara BPK RI
dengan pemerintah daerah di wilayah
SulawesiTenggara.
Acara yang dihadiri oleh 11 entitas dari 13 di
wilayah Sulawesi Tenggara tersebut dibuka
secara resmi oleh Kepala BPK RI Perwakilan

= Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam

sambutannya, Kepala Perwakilan
menyampaikan bahwa penerapan e-Audit
nantinya akan mengefektifkan pelaksanaan
audit dan mengurangi intensitas pertemuan
antara auditor dengan auditee. Selain itu,
Kepala Perwakilan juga menginformasikan
bahwa penandatanganan MoU e-Audit

di Kendari termasuk yang terlambat
dibandingkan dengan perwakilan-perwakilan
yang lain.

Setelah sambutan pembuka oleh Kepala
Perwakilan, acara dilanjutkan dengan agenda
pemaparan finalisasi draft MoU e-Audit oleh
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam
kesempatan tersebut, kepada perwakilan dari
masing-masing pemerintah daerah diberikan
draft MoU e-Audit untuk diteliti sebelum
diparaf sebagai tanda persetujuan atas format
dansubstansidraft tersebut.

Agenda berikutnya adalah pemaparan
petunjuk teknis e-Audit yang disampaikan oleh
Dodik Ahmad Akbar mewakili tim
implementasi e-Audit BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain pemaparan
petunjuk teknis, dibahas pula sekilas
mengenai hal-hal yang dimuat dalam MoU
Petunjuk Teknis e-Audit antara BPK Rl dengan
Pemerintah Kota Kendari, dan MoU Petunjuk
Teknis e-Audit antara BPK RI dengan
Pemerintah Kabupaten Konawe.
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Penyerahan LHP
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LKPD Konawe Utara

esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka
waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD, BPK RI wajib
menyampaikan LHP atas LKPD. Memenuhi ketentuan tersebut, pada
tanggal 10 Agustus 2012 bertempat diruang VIP Kantor BPK Rl Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara, dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Konawe
Utara Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD, Kepala Daerah dan Inspektorat

Kabupaten Konawe Utara.

Dari 13 entitas pemeriksaan di Sulawesi Tenggara, penyerahan LHP atas LKPD
Kabupaten Konawe Utara adalah yang paling terlambat. Hal ini dikarenakan
penyerahan LKPD oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada BPK Rl yang

terlambat.

Opini yang diberikan BPK Rl atas LKPD Kabupaten Konawe Utara TA 2011
adalah disclaimer atau opini tidak menyatakan pendapat. Opini tersebut diberikan
BPK karena dalam pemeriksaan ditemukan banyak permasalahan dalam
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Selain itu, BPK juga tidak dapat
menerapkan prosedur pemeriksaan serta lingkup pemeriksaan yang tidak cukup
memungkinkan BPK Rl untuk menyatakan pendapat.

Dalam acara penyerahan tersebut Kepala Sub Auditorat Sultra I, Nelson H.H.
Siregar, menekankan kepada Pemkab Konawe Utara agar melakukan tindak
lanjut sesuai rekomendasi atas temuan BPK. Hal ini disampaikan karena Pemkab
Konawe Utara tidak melakukan tindak lanjut perbaikan secara signifikan sesuai
rekomendasi atas temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya.

PTL Rekomendasi BPK

dikarenakan kapasitas aula yang tidak mencukupi.

ntuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, entitas
pemeriksaan yang telah diperiksa diwajibkan menindaklanjuti
rekomendasi atas temuan pemeriksaan. Berkaitan dengan hal tersebut,
pada tanggal 9 dan 10 Agustus 2012, bertempat di kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara dilaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut.
Dalam kegiatan ini BPK mengundang inspektorat se-Provinsi Sulawesi Tenggara
untuk melakukan pembahasan dan melakukan pemantauan atas tindak lanjut
yang dilakukan atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPKRI.
Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut rekomendasi BPK untuk semester
Januari-Juli Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan di beberapa ruangan yakni aula,
ruang rapat dan ruang press conference. Penggunaan beberapa ruangan tersebut

Dengan adanya kegiatan pemantauan ini, BPK mendorong agar pemerintah
daerah lebih aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan pemeriksaan agar
terwujud tata kelola dantanggungjawab keuangan negara/daerah yang baik.

ntuk merenungkan kembali dan

menghayati perjuangan para pahlawan

kemerdekaan Republik Indonesia, pada
tanggal 17 Agustus 2012, Keluarga Besar BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
melangsungkan upacara bendera memperingati
HUT Proklamasi Kemerdekaan Rl ke-67 di halaman
Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara. Dalam upacara ini yang bertindak
selaku Inspektur Upacara adalah Kepala
Perwakilan, dengan Staf Sub Bagian Hukum dan
Humas, Yudi Kurniawan, selaku Komandan
Upacara.

Tema peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan Rl ke-67, adalah “Dengan
Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita
Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama, dan Kita
Tingkatkan Pemerataan Hasil-Hasil Pembangunan
Untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia”. Bercermin dari tema tersebut,
sebagaimana Sambutan Ketua BPK RI yang
dibacakan oleh Inspektur Upacara, BPK menjadi
salah satu pihak yang berperan besar dalam
menjaga dan memastikan bahwa keuangan
negara dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuranrakyat.

Upacara bendera peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan RI ke-67 yang bertepatan dengan
Bulan Ramadhan tahun 1433 H ini diikuti oleh
seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi
Sulawesi Tenggara. Seluruh rangkaian upacara
dilalui dengan tertib sampai Komandan Upacara
membubarkan peserta upacara untuk mengakhiri
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Pada Semester Il Tahun Anggaran 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
melaksanakan pemeriksaan kinerja. Salah satu pemeriksaan kinerja yang telah dilaksanakan
adalah Pemeriksaan Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka. Pemeriksaan
tersebut bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kinerja bendahara pengeluaran pada
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan, BPK Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara menyerahkan LHP Pajak di Bendahara Pengeluaran Kabupaten Kolaka di Kantor
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada 28 Agustus 2012. Penyerahan LHP
diserahkanlangsung oleh Kepala BPK Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ketua
DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sub Auditorat Sultra | menyampaikan bahwa kinerja
bendahara pengeluaran dalam perpajakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa
temuan sebagaimana diungkap dalam LHP. Menanggapi hal tersebut, Plh. Sekda Kabupaten
Kolaka Utara memberikan sambutan positif dan berterima kasih atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK. Dengan adanya temuan tersebut, Pemkab Kolaka Utara diingatkan atas
permasalahan perpajakan dan dapat terhindar dari permasalahan yang lebih besar nantinya.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Semester Il melaksanakan pemeriksaan
kinerja PDAM Kabupaten Kolaka. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan
kesimpulan atas kinerja PDAM Kabupaten Kolaka.

Dengan berakhirnya seluruh rangkaian pemeriksaan, BPK Rl Perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara menyerahkan LHP Kinerja PDAM Kabupaten Kolaka di Kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara pada 28 Agustus 2012. Penyerahan LHP diserahkan oleh Kepala
Sub Auditorat Sultra | BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Kolaka dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Kolaka. Selain itu,
LHP juga diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Kolaka dan Direktur Utama PDAM
Kolaka.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Sub Auditorat Sultra | menjabarkan permasalahan
yang ditemukan oleh tim pemeriksa pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Menanggapi uraian
permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Sub Auditorat Sultra I, Wakil Ketua DPRD
Kabupaten kolaka menyampaikan ucapan terima kasih atas pemeriksaan yang telah
dilakukan. Dari pemeriksaan tersebut, DPRD dapat menentukan langkah perbaikan yang
harus dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Kolaka serta mengawasi pelaksanaan perbaikan
tersebut.

Pemeriksaan
Aset

ada tanggal 6 s.d. 8 Agustus

bertempat di Aula BPK Perwakilan

Provinsi Sulawesi Tenggara,
dilaksanakan kegiatan diklat pemeriksaan
aset. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama
Pusdiklat BPK RI dengan Subbag SDM BPKRI
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pembukaan kegiatan diklat ini dilaksanakan
oleh Kasubaud Sultra 1l, Nelson Humiras
Halomoan Siregar, untuk kemudian
dilanjutkan dengan pemberian materi oleh
Erwin Antoni, dariPusdiklat BPKRI.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 41 orang
pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Sulawesi
Tenggara ini, pemateri memberikan
pemahaman atas definisi barang milik
daerah, manajemen aset, redflags pada
manjemen aset, perlakuan akuntansi atas
aset, asersi aset dan pemeriksaan atas aset
dalam rangka pemeriksaan laporan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara/daerah.

Diklat pemeriksaan aset ini merupakan
salah satu upaya untuk meningkatkan
kompetensi dan kemampuan auditor BPK
Perwakilan Sulawesi Tenggara. Diharapkan
nantinya pemahaman yang diperoleh dalam
diklat ini dapat diterapkan dengan baik pada
saat pemeriksaan. Setelah semua materi
disampaikan, Kasubaud Sultra Il menutup
acara secara resmi pada tanggal 8 Agustus
2012.
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